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Pendahuluan

Pilkada serentak 2018 merupakan hajat besar republik yang harus diapre-
siasi oleh semua lapisan masyarakat tidak terkecuali perempuan yang mer-
upakan pemilih yang cukup besar jumlahnya. Perempuan di samping sebagi
pemilih terbesar jumlahnya, juga memiliki kekuataan yang tercerdaskan
dalam memilih pemimpin dan tentunya berpihak kepada politik yang bersih,
elegan dan terdidik. Selain itu, perempuan memiliki kemampuan yang lebih
dari pada pria dalam segala aspek kehidupan. Begitu juga dalam kehidupan
berpolitik, potensi besar yang multy tasking ini harus tergambar pada keber-
pihakan pada pemimpin atau calon pemimpin yang menggunakan cara-cara
yang cerdas dan sehat.

Pemilihan kepala daerah secara
langsung ini merupakan bagian dari
prospek demokratisasi yang sedang
bergulir di tahah air sebagai kon-
sekuensi logis dari gerakan refor-
masi, pemilihan kepala daerah
secara langsung merupakan wujud
dari model pengisian pejabat publik
oleh masyarakat sehingga akuntabil-
itasnya kepada pemilik kedaulatan
menjadi lebih kongkrit. Pemilihan
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kepala daerah secara langsung juga
merupakan upaya membuat sistem
pengisian jabatan politik menjadi
konsisten, mulai dari presiden, kepala
daerah (propinsi, kabupaten/kota)
sampai kepala desa sudah dilakukan
melalui pemilihan secara langsung
oleh rakayat.

Dalam tulisan ini saya mencoba
bagaimana keterlibatan perempuan
dalam pemilihan kepala daerah
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secara langsung ini, selama ini per-
empuan memang telah diakui eksis-
tensinya dalam dunia perpolitikan
tanah air tetapi jumlahnya masih
sangat sedikit, maksudnya propor-
sionalitasnya masih rendah, pada-
hal pemilih perempuan mencapai
setengah dari jumlah pemilih dalam
pemilihan umum, sayangnya angka
yang kecil inipun tidak sepenuhnya
mewakili kaum perempuan, sebab
kita lihat di DPR hanya beberapa saja
perempuan bahkan ada yang men-
dompleng nama suaminya, belum
ditambah fenomena yang disebutkan
Marwah Daud bahwa mereka belum
tentu memiliki prespektif kewanitaan.

Pembahasan.

Pada tahun 1993 hanya 1.6%
dari 122 duta besar yang perempuan,
demikian hanya 5.5% dari 15.332
pejabat eselon | dan Il departemen
kewanitaan dalam pemilihan umum
1992 sebanyak 51% (55.074.772)
pemilih perempuan. Dan pada tahun
1997 meningkat menjadi 67% dari
jumlah pemilih di indonesia(124)
namun hanya 13, 25% (53 dari 400)
kursi diparlemen yang diduduki per-
empuan, perbandingan ditahun lain-
nya menunjukan angka 8,33%(1977),
10%(1982) serta 16.3%, sekarang
kuota anggota legislatif untuk per-
empuan 30% tetapi hanya terisi
hanya 11% saja, ternyata perempuan
sendiri yang tidak bisa memenuhinya,
mengapa ini terjadi? Persoalannya
terletak bukan hanya pada diri per-
empuan tapi banyak penyebabnya,
salah satunya relatif kecilnya pelu-
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ang jumlah caleg perempuan dalam
nomor potensial jadi.

Menurut Devisi perempuan dan
pemilu Cetro ( center for Electoral
Reform,) 2004, dari data 4 partai politik
(PPP,PAN.PKB dan PKS) yakni dimana
PPP jumlah caleg perempuan dalam
nomor potensial hanya 15 dari 123
caleg yang dicalonkan, PAN hanya
26 dari 176 caleg yang dicalonkan,
PKB hanya 23 dari 140 caleg yang
dicalonkan dan PKS hanya 17 dari 216
caleg yabg dicalonkan.

Tentu permasalahan itu hanya
satu dari banyaknya kenyataan yang
akhirnya membuat perempuan harus
terjegal dalam perjalanan menjadi
wakil rakyat , Cetro dalam siaran 6
januari 2004 lalu menyatakan keke-
cewaannya pada partai politik dan
komisi pemilihan umum soal komit-
men mereka, dalam memajukan ket-
erwakilan perempuan. Hasil Analisis
Cetro terhadap 4 partai besar peserta
pemilu menunjukan temuan sbb;

Pertamo belum ada kesunggu-
han partai politik untuk meningkatkan
perwakilan perempuan, kedua, kecil
kemungkinan terjadi peningkatan
perwakilan perempuan, pada pemilu
2004 di DPR RI. DPRD propinsi dan
DPRD kab/kota, ketiaga sistem pernilu
belum akomodatif terhadap kepent-
ingan peningkatan perwakilan per-
empuan. Keempat akibatnya agenda
perempuan berupa pendidikan, kes-
ehtan, pemberdayaan ekonomi, dan
anti kekerasan terhadap perempuan
dapat diperjuangkan sebelum pemilu
20085.
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Duni politik adalah dunia kekua-
saan yang paling kongkrit, disinilah
terjadi persaingan, dari mulai ting-
kat paling lunak sampai paling kasar,
dan karena perempuan jarang mele-
wati tahap-tahap berpolitik ini. "etos
kerja” politiknya rendah. Politik ter-
lalu sederhana untuk dijadikan pro-
pesi karena di dalamnya terdapat
sejumlah kepentingan. Politik lebih
indah disebut sebagai perjuangan.
Di dalamnya ada berbagai nuansa
pembelaan terhadap hak-hak orang
tertindas, politikus perempuan tak
terkecuali, harus melakukan hal
serupa.

Paling tidak pembelaan ini diwu-
judkan dalam bentuk perhatian
mereka terhadap nasib perempuan,
Suara nyaring dari kelompok ini (poli-
tikus perempuan) dirasakan masih
jarang, paling tidak ada dua kemungk-
inan realitas ini, pertama, bahwa poli-
tikus prempuan lebih mencerminkan
cita-cita partainya daripada kepentin-
gan-kepentingan kaum perempuan,
kehadiran mereka di parlemen tidak
dirasakan sebagai wakil kaum perem-
puan, sehingga tak ada hal yang men-
dorong dirinya secara serius dalam
memperjuangkan nasib-nasib perem-
puan, kedua, karena ketidaktahuan
wacana perempuan dalam realitas
masyarakat, banyaknya anggota per-
empuan yang tak berlatar belakang
politik adalah kendala utama dalam
mekanisme dan tata kerja parlemen
dalam memperjuangkan hak-hak
perempuan. Untuk itu maka budaya
nepotismen harus benar-benar diha-
puskan, dengan kata lain parlu dicar-
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ikan perempuan-perempuan vyang
siap berjuang dan paham wacana
perempuan dalam panggung politik.

Secara umum kondisi perem-
puan Indonesia mengalami peru-
bahan sebagaimana tampak dalam
laporan statistik tentang peningkatan
pendidikan dan partisipasi perem-
puan dalam sektor publik, namun
demikain di tengah budaya dom-
inan perempuan yang bersandar
pada nilai-nilai patriarkhi, perubahan
kondisi ini tidak berbanding lurus
dengan perbaikan posisi perempuan
di masyarakat perempuan masih
merupakan kelompok  pinggiran
dalam lingkaran pengambil keputu-
san, hal ini dapat dilihat antara lain,
dari persentase perempuan yang
duduk di posisis tertentu dalam lem-
baga-lembaga eksekutif. Legislatif
dan yudikatif yang masih sangat kecil
yaitu dibawah 20% dalam kontek
demokrasi, jelas posisi ini tidak men-
guntungkan perempuan.

Sistem nilai patriarkhi menem-
patkan perempuan berada dibawah
subordinasi laki-laki, sistem patri-
arkhi dapat ditemui dalam kehidupan
sehari-hari baik pada perempuan
kelas bawah maupun kelas atas, di
rumah, di tempat kerja dan dikomuni-
tas yang lebih luas, wujud dan inten-
sitas subordinasi bervariasi. Namun
pada dasarnya sama mengandung
salah satu atau lebih unsur-unsur
yang merendahkan perempuan sep-
erti, diskriminasi, kurang dihargai,
kontrol, pemerasan, penindasan
dan kekerasan, celakanya sistem ini
diadopsi oleh negara sebagaimana
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tercermin  dalam undang-undang
kebijakan, maupun peraturan-pera-
turan bermasyarakat dan bernegara

Meskipun UUD"$% menjamin
kesetaraan laki-laki dan perempuan,
dan Indonesia telah meratifikasi Con-
vention on the Elimination of Discrim-
ination Convention Against Women,
hal ini tidak berarti undang-uandang
dan peraturan-peratuaran yang ada
menjamin kesetaraan. Untuk menye-
but beberapa di antaranya adalah
Undang-undang perkawinan dan
KUHF pasal 285 dan 286 tentang
pemerkosaan.

Ormas perempuan yang mempu-
nyai massa luas dan bebas bergerak
seperto PKK dan Dharma Wanita
selain telah dikontrol oleh pemerin-
tah (seperti halnyan, SPSI,HKTI,KNPI
dan lain-lain} juga melanggengkan
posisi subordinasi perempuan di
bawah laki-laki, dalam organisasi ini
posisi perempuan sangat tergantung
pada laki-laki, artinya dalam kontek
hak berserikat, perempuan ditunduk-
kan dua kali yaitu di bawah kontrol
negara dan di bawah kontrol laki-laki.

Praktik pembangunan yang ber-
langsung secara umum selain cend-
erung tidak melibatkan perempuan
dalam posisi yang menentukan, juga
telah banyak meminggirkan posisi
ekonomi perempuan, ada angga-
pan bahwa posisi marginal perem-
puan ditimbulkan oleh perencanaan
pembangunan yang mengabaikan/
meninggalkan perempuan. Kemudian
digalakan program pengintegrasian
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perempuan dalam pembangunan
yang dikenal dengan WID (Wom-
en-in-Development). Program WID
juga gagal dalam memperbaiki posi-
sis perempuan, intergasi mereka ter-
hadap kerangka institusional yang
ada menjadikan posisi mereka justru
semakin marginal.

Sebagai kelompok masyarakat
yang dalam sejarah secara sistematis
terus-menerus ditaklukan, perem-
puan akhirnya membangun sebuah
gerakan perlawanan baik secara indi-
vidu maupuan kolektif, gerakan per-
empuan adalah gerakan perlawanan
terhadap sistem yang menindas dan
tidak adil. Gerakan ini justru disetara-
kan sebagai upaya demokratisasi,
unsur-unsur demokrtatisasi dalam
gerakan perempuan bersifat spesifik
antara lain sbb:

1. demokrasi bagi kaum perem-
puan tidak terbatas hanya pada
level publik, tetapi juga pada
tingkat hubungan  personal
antar pribadi, gerakan perem-
puan menurut kesetaraan segal
level ( family, community, society,
and stote} dan menuntut kon-
sistensi gagasan dan tindakan
dalam realitas kehidupan sehari-
hari (democracy in the house and
democracy in the country).

2. definisi kekuasaan yang dikem-
bangkan dalam gerakan per-
empuan adalah “berbagi” atau
kekuasaan bersama-sama (po-
wer with) dan bukan “menguasai”
atau “power over”. Maka Politi-
cal empowerment perempuan
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adalah upaya membangkitkan
kedadaran dan kekuatan kolektif.

3. tidak ada khirarkhi kasus atau
masalah. Bagi gerakan per-
empuan isu domestik dan
publik sama pentingnya. Soal
pemerkosaan oleh suami tidak
lebih rendah dari pada soal pere-
butan kekuasaan negara

4. gerakan perempuan tidak hanya
menuntut kesetaraan gender
tetapi juga kesetaraan mas-
yarakat.

Dengan kata lain, gerakan perem-
puan untuk demokrasi adalah gerakan
keadilan yang menyeluruh di segala
level dan ruang, yang menuntut peru-
bahan peran laki-laki dan perempuan,
sekaligus perubahan struktur kekua-
saan dan orientasi pembangunan.

Dari sudut hak dan pengurusan
aspek ekonomi perempuan dapat
menjalankannya apalagi diatur oleh
ajaran Islam, Islam telah menempat-
kan perempuan pada kedudukan
yang sedemikian rupa pada sisi perta-
ngungjawaban secara umum dan khu-
sus, kemudian dari segi penuntutan
pengetahuan segala sesuatu yang
dibutuhkan bagi pelaksanaan tanggu-
ngjawab tersebut, dari sisi pemberian
kesempatan yang seluasnya untuk
berjihad serta dari sisi perolehan hak
dan warisan, maka sungguh irasional
jika kemudian Islam meniadakan hak
atas perempuan yang melakukan kon-
trak (perjanjian) sipil dalam bidang
perjualbelian.

Islam membolehkan perempuan
untuk memiliki sesuatu dan bertin-
dak atas hak milikinya itu. Perem-
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puan dibolehkan pula mewakilkan
urusannya kepada orang lain, jika ia
tidak berkehendak sendiri, dibolehkan
pula atasnya untuk menjamin orang
lain atau dirinya dijamin orang lain ,
semua kebolehan itu persis seperti
yang diberikan kepada laki-laki hingga
karenanya kita tidak pernah men-
jumpai seorang ahli figih Islam pun
berpendapat bahwa ayat-ayat yang
berkenaan dengan segala tingakah
laku keuangan hanya dihususkan bagi
laki-laki dan tidak untuk perempuan.

Demikian Islam memberikan
derajat kepada perempuan dalam
kedudukannya sebagai manusia yang
sempurna, kemanusiannya sejak awal
nur Islam menyirami bumi.

Sehubungan  dengan  keter-
wakilam perempuan dalam dunia
politik kita punya harapan besar terh-
adap keberadaan perempuan dalam
pemilihan kepala daerah langsung
yang sedang bergulir saat ini di dunia
perpolitkan  indonesia, bagaimana
peluang perempuan dalam pemili-
han kepala daerah secara langsung
ini atau dengan kata lain apakah pel-
uang perempuan sebagai pemimpin
daerah mempuyai peluang yang sama
dengan laki-laki, mungkin pertanyaan
ini harus dijawab oleh penelitian,
kita buat sebuah studi kasus di daer-
ah-daerah pemilihan di Indonesia, tat-
api paling tidak tulisan ini dapat sedikit
menggambarkan keadaan perem-
puan berdasarkan sejarah masa silam
perjuangan perempuan Indonesia.

Adapun mengenai  kedudukan
perempuan di dalam pandangan
Islam, sesungguhnya sudah sangat
jelas, sehingga ketika peradaban lain
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masih sibuk mendiskusikan mengenai
apakah wanita itu sejenis hewan atau-
kah manusia, Islam justru telah men-
empatkan wanita pad posisis yang
paling tinggi dan penuh adil.

Kalau kita telaah lebih dalam,
sesunguhnya hukum-hukum Islam
diturunkan kepada manusia dengan
melihat sisi kemanusiannya semata.
Kalupun sepintas ada perbedaan
beban hukum, hal ini bukan berarti
Islam  menomaorsatukan  laki-laki
dan menomorduakan perempuan,
melainkan karena pengakuan terh-
adap perbedaan yang secara fitrah
telah dimiliki keduanya saat mereka
diciptakan, dan ini justru makin mem-
perkuat keyakinan bahwa ajaran Islam
sangat sesuai dengan sisi kemanu-
siaan manusia.

Selain itu adanya perbedaan
hukum yang berbeda di antara pria
dan wanita berdasarkan tabiat mereka
masing-masing, juga baerarti adanya
keharusan pembagian tugas dalam
rangka membangun masyarakat yang
diinginkan, dan yang terpenting, harus
diyakini adanya hukum-hukum terse-
but justru untuk menjaga masyarakat
agar di dalamnya terjadi kerja sama
yang dilandasi kesucian dan ketak-
waan, sehingga sangat naif jika masih
ada orang yang memiliki pemahaman
miring mengenai kedudukan perem-
puan dalam Islam atau memilikiki
gambaran bahwa perempuan Islam
adalah perempuan yang jumud dan
terkukung karena Syara, memberi-
kan keleluasaan kepada perempuan
untuk melakukan aktifitas muamalat,
mempercleh pendidikan yang tinggi,
mengembangkan harta, berdakwah
dan sebagainya, yang penting prin-

sip-prinsip aturan sosial tadi harus
tetap ditegakkan dan lagi bukankah
fatwa juga menunjukan bahwa
keadilan tidak selalu berarti sama ratal

Melihat dari kenyataan itu kita
punya harapan besar terhadap
pilkada, mari kita lihat dampak dari
proses pilkada secara Ingsung terha-
dap aspek politik dan pemerintahan,
hukum serta sosial-ekonomi.

Dampak positif pada aspek politik
dan pemerintahan,

a. Apabila pilkada secara langsung
berjalan dengan sukses maka
kehidupan politik yang demokra-
tis di daerah akan dapat dibangun
secara bertahap dan berkesinam-
bungan. Hal tersebut akan mem-
beri andil besar bagi terbangunya
sistem politis demokrastis seca

nasioanal.
b. Kepercayaan masyarakat pada
pemerintah  akan  meningkat

karena prinsip kedaulatan di
tangan rakyat dapat diwujudkan
secara faktual, pemerintahan
adalah bisnis kepercayaan den-
gan adanya kepercayaan dari
masyarakat maka partisipasi
akan lebih mudah digalang

c. Partai politk sebagai alat untuk
mengembangkan demokrasi
akan memperoleh simpati dari

rakyat.

d. Kepala daerah dan wakil kepala
daerah vyang dipilih langsung
oleh pemilih akan memiliki legit-
imasi kuat, sehingga tidak mudah
digoyahkan, dengan pemerin-
tahan yang stabil, tujuan sosial
ekonomi dari desentarlisasi yakni

()
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peningkatan kesejahtraan mas-
yarakat akan dapat diwujudkan
secara bertahap.

Akuntabilitas kepala daerah dan
wakil kepala daerah baik admin-
istratif, yudikatif, politis dan ter-
utama moral akan disampaikan
langsung kepada masyarakat,
dengan cara demikian ada doron-
gan yang kuat agar dana-dana
publik yang dikelola pemerin-
tah sebagian besar dialokasikan
kembali untuk kepentingan pub-
lik, bukan kepentingan birokrasi
seperti yang selama ini terjadi
Pada sisi yang lain karena merasa
punya andil di dalam menen-
tukan  pemimpinnya  sendiri,
daya kritis masyarakat terhadap
pemerintah daerah akan sema-
kin meningkat, sehingga makna
pemerintahan demokratis yakni
dari rakyat oleh rakyat dan untuk
rakyat betul-betul dapat diwujud-
kan.

Apabila birokrasi pemerintahan
bersifat netral dalam arti tak
mermihak atau terpakasa harus
memihak salah satu kontes-
tan pilkada, sehingga salah satu
prinsip negara demaokrasi yakni
“public service neutrality” dapat
diwujudkan, maka secara ber-
tahap kita dapat membangun
birokrasi yang profesional. Indi-
kasi ke arah itu telah ada antara
lain  dengan  menempatkan
SEKDA sebagai pembina PNS di
derahnya (pasal 122 ayat 4 UU
nomor 32 tahun 2004) ataupun
membangun organisasi  fung-
sional bagi satuan polisi pamong
praja (PP Nomor 32 tahun 2004
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(menyusun Kamus Kompetensi
Organiasi/KKO) Kamus Kompe-
tensi Jabatan (KKJ) serta Kamus
Kompetensi Individu (KKI).

Sedangkan dampak negatifnya :

c.

apabila pilkada secara langsung
dilaksankan secara tidak benar,
tidak jujur dan penuh kecurangan
maka rakyat tidak akan percaya
pada sistemn yang ada, sehingga
akan terbentuk sikap saling
curiga, tidak percaya, dan bahkan
konflik antar pendukung, untuk
memulihkan kembali kehidupan
masyarakat yang harmonis akan
memerlukan waktu tenaga, dan
biaya yang cukup besar, ini mer-
upakan biaya sosial yang harus
ditanggung oleh semua pihak
apabila plkada dilaksanakan
secara tidak benar

legitimasi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih
akan terbatas, sehingga stabili-
tas pemerintahan akan mudah
terganggu, tanpa  pemerin-
tahan yang stabil tidak akan ada
investasi yang pada gilirannya
tidak tercipta lapangan pekerjaan
baru.

Partai politik maupun tokohnya
yang bermain tidak jujur dalam
pilkada akan kehilangan dukun-
gan dari konstituenya, karena
hubungan emosional antara
masyarakat dengan calon kepala
daerah dan wakilnya sangatlah
kuat dibanding hubungan emo-
sional masyarakat dengan calon
presiden dan wakil presiden.

Hubungan emosional yang kuat
antara calon kepala daerah dan
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wakil kepala daerah akan memu-
dahkan terjadinya konflik hori-
zontal antara pendukung karena
faktor primordial, termasuk isu
tentang putra daerah, kampa-
nye negatif, yang menyerang
pribadi akan mengubah kompe-
tensi perebutan jabatan kepala
daerah dan wakil kepala daerah
menjadi konflik yang terbuka.
Tanpa kebesaran jiwa dari semua
pihak yang berkepentingan den-
gan kemajuan daerah, maka
pilkada akan bersifat kontrapro-
duktif terhadap pengembangan
demaokrasi.

Apabila demokrasi bersifat tidak
netral baik karena kemauan
sendiri ataupun karena keadaan
yang memaksa, maka akan terjadi
politisasi birokrasi, yang mem-
buat ilkim dan budaya organisasi
menjadi tidak sehat karena akan
terbentuk  kelompok-kelompok
yang berafiliasi pada partai poli-
tik tertentu. Pengisian jabatan
lebih didasarkan pada kedekatan
idiologi politiknya bukan karena
kapasitas seseorang. Hal sema-
cam itu akan membawa dampak
pada penggunaan dana publik
yvang lebih banyak didasarkan
pada perhitungan politik dari-
pada kepentingan publik secara
meluas.

Konflik pada tataran birokrasi
secara langsung maupun ftidak
langsung akan berdampak pada
masyarakat, antara lain pelaya-
nanan menjadi tidak egaliter,
masyarakat juga dengan mudah
akan tersulut konflik oleh mas-

N
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alah vyang sederhana, kalau
dalam masyarakat terus menerus
terjadi konflik, jangan berharap
akan dapat diperoleh kemajuan
baik secara ekonomi, politik mau-
pun sosial budaya.

Sedangkan dampak pilkada
langsung terhadap kemajuan daerah
adalah :

- banyak sekali faktor vyang
menentukan kemajuan suatu
daerah; ada faktor internal yakni
faktor yang berada dibawah ken-
dali manajemen, ada pula fak-
tor eksternal, yakni faktor yang
berada diluar kendali manaje-
men.

- Berkaiatan dengan pilkada, ada

tiga faktor penting yang ber-
dampak langsung terhadap
kermajuan daerah, yakni :

11 kapabilitas kepala daerah
terpilih
dukungan partai politik
yang tercermin melalui ang-
gotanya di DPRD

LI "profesionalitas” birokrasi
pemerintah daerah.

Dari urian diatas, baik dampak
negatif dan positif dari pilkada tetap
berimbas pada masyarakat sebagai
pemegang kedaulatan, bila menyoroti
keberadaan perempuan dalam ber-
politik, perempuan harus memiliki
kematangan terlebih dahulu dalam
berpolitik, seperti yang kita tahu
perempuan bagian integral dari rakyat
usaha pematangan politik bagi rakyat
mencakup juga pematangan poli-
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tik bagi perempuan, namun karena
kesenjangan yang begitu besar antara
kesadaran berpolitik di kalangan laki-
laki dan perempuan, menyebabkan
pembahasan mengenai kematangan
politik bagi perempuan memiliki urge-
nitas tersendiri.

Perlu strategi atau metode untuk
mematangakan politik perempuan
di antaranya melalui pendidikan
dan pembinaan politk perempuan,
tujuannya tentu saja untuk membuat
rakyat khususnya perempuan matang
politik dan memiliki kesadran politik
yang shahih, pembinaan politik yang
dimaksudkan yaitu membina ataupun
kelompok wanita dengan cara mema-
hamkanmereka dengan pemikiran-pe-
mikiran dan hukum-hukum Islam atau
mengikuti peristiwa-peristiwa politik
bukan hanya secara teori yang masih
abstrak.

Adapun target dari pematangan
politik perempuan, atau pendidikan
politik bagi perempuan harus memi-
liki target yang antara lain: Pertama,
memberikan pemahaman yang benar
tentangb politikk dalam pandangan
Islam ini untuk menghilangkan kesan
bahwa politik adalah wilayah yang
tidak ramah baik perempuan; Kedua,
mkeningkatkan kesadaran politik per-
empuan mereka harus terlibat aktif
mengikuti peristiwa-periatiwa politik,
melakukan penelaahan dan men-
gambil sikap dengan menggunakan
sudut pandang Islam; Ketiga, mem-
bentuk perempuan matang politik,
yaitu perempuan yang selain disadari
politik juga memiliki ketajaman anal-
isis terhadap apa yang ada di berb-
agai peristiwa politik, dan perempuan
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harus berjuang membantu saudara
se-agidah yang di-zhalimi atau ter-
zhalimi.

Perjuangan menegakan kebe-
naran bagi kaum perempuan dapat
saja dilakukan melaui lembaga perin-
tah dengan mencalonkannya per-
empuan menjadi kepala daerah,
walaupun demikian tantangan yang
dihadapi sangat berat, tetapi saat ini
bayak perempuan yang memburu
posisi penting ini kendati tantangan
sangat berat

Tetapi  kenyataan  sekarang
para perempuan masih banyak yang
merasa tidak puas dalam perang-
kat manajmen pemerintahan, tetapi
perempuan ini pada kenyataan ber-
ada di posisi-posisi yang untuk mem-
bela kepentingannya bahkan seperti
diuraikan di muka keanggotaan di
DPR saja sebagai anggota dewan yang
terhormat dari 30% cuman 11% yang
terisi padahal perempuan mempuyai
kepekaan sosial yang lumayan tinggi,
dengan demikian perempuan pada
umumnya menduduki jabatan yang
membutuhkan kepekaan sosial dan
keterampilan dalam membina hubun-
gan antar pribadi yang lebih besar,

Tetapi karier yang memerlukan
kepekaan sosial tentunya kurang
menguntungkan bagi perempuan,
untuk itu perlu adanya strategi perem-
puan yang dapat digunakan untuk jadi
pimpinan puncak :

1. Meningkatkan dan memanfaat-
kan karakteristik perempuan,
para perempuan dapat mening-
katkan kualitas karakteristik per-
empuan sebagai dasar untuk
meraih posisi pimpinan pun-
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cak (kepala daerah), kepekaan
sosial itu merupakan kekuatan
tersendiri bagi kaumn perempuan.
Karenanya pengembangan karier
dapat dibangun di atas kekuatan
tersebut. Para perempuan dapat
mengembangkan pengetahuan
khusus mengunakannya secara
efektif untuk menanamkan pen-
garuh dalam pengambilan kepu-
tusan yang berkaitan dengan laju
pertumbuhan daerahnya.

Penutup

Fungsi dari partai politik adalah
pelayanan publik, pendidikan politik,
dan perebutan kekuasaan. Haliniten-
tunya dilakukan untuk menjaring aspi-
rasi masyrakat guna mementingkan
kepentingan masyarkat dalam per-
solan kebutuhan kepentingan yang
sifat nya umum. Pilkada saat ini san-
gat berpengaruh pada proses pilihan
yang akan kita tentukan keberpihakan
calon kepla daerah pada kepentingan

menerapkan standar perilaku publik pada persoalan agama perso-
laki-laki, para perempuan dapat lan soaisla kemasyarakatan dan kev-
menyesuikan  dengan  profil erpihalan pada masyarakat kecil ini
kepala daerah yang sukses di menjadi sorotan kita persoalan prr-
samping itu mereka dapat pula solan di publik sangat syarat dari per-
menerapkan stereotipe sifat pria  solan politik keberpihakan para calon
sebagai standar perilaku pribadi  pemimpin daerah samagt mempen-
mereka. Keberhasilan kepemi- garuhi para pemilih terutama pemilih
mpinan  perempuan  untuk perempuan dalam menenyukan sikap
memadukan identitas seksual
dan identitas kariernya secara DAFTAR PUSTAKA
harmoanis. Muhammad, Husen, 2004, Islam Agama
menciptakan sistem  jaringan Ramah Perempuan, LKSI, Yogya-
kerja informal, dalam strategi ini karta.
perempuan berusaha meNiNg-  anshari, Dadang, S., 1997, Membincang-
katkan kempampuanya sendiri, kan Feminisme, Pustaka Hidayah,
ini memakan wkatu yang tidak Bandung
sedikit, dalam strategi i_ni men- Saptari, Ratna, 1997, Perempuan Kerja
Eangap bnahw;ri Pﬁﬂ'::;\ugk;iéz E dan Perubahan Sosial, Kalyanamitra
f:gjrmg:}ag sangat menenlzukan Wasist‘iﬂno, Sadu, 2005, Analisis Dam_p-::fk
dalam kemajuan politiknya. P;fkcfda Langsung, Makalah Seminar
Nasional.
Hai orang-oring ghons benimbn, janggolah ko minggmbil erang-orang
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